
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MAI,UKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAI{ERA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2A22

TENTANG
KEDUDUKAII, SUSUUAIT ORGAITISASI, TUGAS DAII r.Ul![cSI STRTA.

TATA KER"IA BAXTAII PEREMAIIAAII, PEI{ELITIAII DAI{ PEItcEMBAItcAIlr DAERAII
KABIIPATEII HALffiAIIERA BARAT

DBNGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA BSA

BLTPATI HALMAHtrRA BARAT,

Menimbang: a. irahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan
ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun
2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat l)aerah Kabupaten Halmahera
Barat, maka perlu dijabarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa perubahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a adalah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2Q2l tentang
Penl'etaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan
Surat Menteri Daiam Negeri Nomor: 8OO18597 / OTDA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
I)aerah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, rnaka perlu
diiakukan pen-yetaraan jabatan dari jaLratan administrasi ke
jabatan fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupa.ti Halmahera Barat tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan, Peneiitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flalmahera
Ba"rat.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor 23 Darurat 'Iahun L957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi l.Jndang-Undang;

2. Undang-undang Nornor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Halmahera Selatan,Kepulauan Sula, Halmahera Timur
darr Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentanfJ Pemerintahan Daerah;
(>. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lemfraran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tamtrahan Lembaran
Negara RI Nomor a593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
B. Peraturan Pemerintah Nomar 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2ALO tentang Perangkat l)aerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum l)aerah;

10. Peraturan Menteri Pendayaguriaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17'Iahun 2021 tentang Penyetaraan .Iabatan Administrasi
ke lJalam Jabatan F'ungsionai;



11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: BOO/8597/ATDA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2AL6
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

13. Peraturan Bupati Haftnahera Barat Nomor 10 Tahun 2A16 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat.

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksu<J dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten i-ialmahera Barat;
). Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten }{ahnahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Sekretaris Daerah aclalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Flalmahera Barat;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengernbangan

Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Halmahera Barat;
1O. Kelompok Jabatan Fungsional adaiah Kelompok Pegawai ASN yang mempunyai tugas

rnelaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan

Perencanaan, Peneiitian dan Pengemtrangan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTB.

BAB II
KEDUDUI{AIS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

{1} Badan Daerah mempakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bldang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

{2} Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada a3rat (1} dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

{1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan l)aerah, terdiri
atas:
a. Kepaia Badan;
b. Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Umum dan Kepegarvaian;
c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam
e. Bidang Perencanaan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.



{2} Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, tercantum da}am Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK, r.UNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

(l) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a. Perurnusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pengendalian peiaksanaan tugas Badan;
d. Pembinaan terhadap Unit. Pelaksana Teknis Badan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepaia Badan
mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. Merumuskan kebijakan tekrds dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategi
Katrupaten Halmahera Barat dalam tingkup tugasnya dalam bentuk rencana kerl'a;

c. Mengkoordinasikan peiaksanaan tugas dengan instansi terkait, stakeholder,
swasta dan masyarakat serta tingkat propinsi maupun pusat guna terwujudnya
rlokumen Badan Perencanaan, Penelitjan dan Pengembangan Daerah _y:ang
berkualitas;

d. Mendelegasikan sebagian ker,venangan kepada pejatrat dibawahnya secara
Lrerjenjang guna kelancaran peiaksanaan tugas;

e. Membina penrrelenggal?arr tugas di lingkup Badar: Per*nca-naan, Pfnelitian dar:
Pengernbangan Daerah sehing;;a peiaksanaan tugas ciapat berjaian riengan baik;

f" Mengarahkan dan memberi petury'uk kepada pejatrat dihawarhr:_vs sec&rs
berjenjang agar elapat meiaksanakan tugas riengan ba-ik;

g. Mengevaluasi peiaksailaan tugas pejabat elibawahnl,a secara ber-jenjang sebagai
bahan pembinaan karier dan pengukuran kinerja;

h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik iisan maupun tertulis sebagai
bahan pertanggungjawaban;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan penentuan kebijakan;

j. Meiaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Bupati baik lisan maupun tertulis
guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan, mempllnyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi
perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset,
kerumahtanggaan, keq'asama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan peiayanan
administrasi di lingkungan baclan serta pengkoordinasian program dan kegiatan pada
masing-masing bidang.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Sekretaris mernpunyai fungsi:

x.



a. perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. penyelengga-ran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;

c. pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada B.adan Peren*maan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

d. pengkoordinasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Bid.ang-
Bidang lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

e. pelaksanaan fungsi }ain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam mel,aksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (Zr, Sekretaris
mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang kesekretariatan berupa

administrasi dan ketatausahaan, dan umum Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

b. Merumuskan program urusar umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan
serta hubungan masyarakat sebagai ped"oman pelaksanaan kegiatan;

c. Mengkoordinasikan tugas dengan Kepal,a Bidang dan di lingkup Bad,an Perencanaan
Penelitan dan Pem.banguna Daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membina penyusunan teknis operasional kerja di lingkup Sekretariat berdasarkan
program yang ditetapkan;

e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan Dinas guna
tersosialisasinya prograrn yang telah ditetapkan;

f. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan tugas dan fungsi guna
ke}ancaran pel;aksanaan tugas;

g. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagial berdasarkan pedoman kerja agar
terhindar dari kesalahan;

h. Menilai dan Mengevaluasi pelaksanaal tugas Kepala Sub Bagian di lingkup
Sekertariat sebagai bahan pembinaan karier;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik
tertulis sebagai bahan untuk penentuan kebijakan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik
tertulis guna memperlancar pel,aksanaan tugas.

{4) Dalam mel:aksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana pada ayat
{1}, {2} dan (3), Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,
membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian flmum dan Kepegawaian
Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok melalcsanakan pengelolaan urus6u1 $urat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan
kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi
kepegawaian lainnya
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, KepaLa Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. PeLaksanaan koordinasi penyusunan rencarla program dan anggaran di bidang

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b" penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, IJmum, kelembagaan serta

ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasarr,

keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi
kepegawaian;

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai d.engan tingkup tugasnya;
e. pel,aksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Umu:n

dan Kepegawaian; dan
t pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas d"an

fungsinya.

lisan maupun

lisan maupun

{1}

t2)
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{3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimala dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Begial
Uroum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan

program sebagai pedoman kerja;
c. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkup Badan

Perencanaan, Penelitial dan Pengembalgan Daerah guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
Mencatat, mengadakan, mendistribusikan, menyimpan, mera$rat barang dan alat
kantor $erta menyampaikan usul penghapusan barang;
Mengurus penyediaan fasilitas rapat badan dan upacara kantor serta penyusunan
risalah rapat;

f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas lain guna tertib ad.ministrasi;
g. Melaksanakan urusan rumah tangga badan yang menyangkut dengan ketertiban,

keindahan, keamanan, penerimaan tamu, termasuk mengatur pengguna.an alat
komunikasi, air, listrik;

h. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
guna kelancaran pelaksanaarl tugas;

i. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan;

j. Mengelola administrasi kearsipan kepegawaian yang meliputi Daftar Urrrt
Kepangkatan (DUK) dan Bezeting serta menyiapkan Buku Jaga Kenaikan pangkat
dan Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala secara periodik bagi pNS Dinas;

k. Menghimpun dan mengelola bahan pustaka di bidang kepegawaian untuk membantu
meningkatkan wawasan dan pengetahuan staf;;

1. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksataaan tugas staf di lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;

m.Menilai dan mengevaluasi keqja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian guna pembinaan dan pengembangan karier;

n. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, keb[fakan
teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sebagai }andasan kerja;

o. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bs$an Umum dan
Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah;

p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupurr tertulis sebagai
bahan pertanggung jawaban;

q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pengambilan keputusan;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis
guna kel;ancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Peroncanaaa Sosial Buda5ra dan Pemerintahan

Pasat 7

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan bertugas melaksanakal sebagian
tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengemba:rgan Daerah di bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintatran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi Perumusan di Bidang
Perencanaal Sosial Budaya dan Pemerintahan.
Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bidang
Perencanaan sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Perencanaan Sosial
Budaya dan Pemerintahan.

b. Merumuskan program di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
sebagai pedoman kerja.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretarie dan Kepala Bidang lain di
lingkup badan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkup Bidang Perencanaan Sosial
Budaya dan Pemerintahan guna efisiensi dan efektifitas keq'a.

d.

{1)

tzJ

{3)

{>(



e. Mengarahkan dan memberi petuqjuk kepada bawahan di lingkup Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pernerintahan agar dapat meLaksanakan tugas
dengan baik.

f" Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan setragai bahan pembinaan karier.

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban.

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan maupun
tertulis guna memperlancar pela-ksanaan tugas.

Bidang Porencanaan Pembangunail Ekoromi dan $umberdaya Alam
Pasal 8

{U Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam bertugas
mel;aksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah di bidang PerencaRaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam menyelenggarakan fungsi Perumusan di
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam.

{3} Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bidang
Perencanaan Pembalgunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Perencanaan

Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam.
b. Merumuska:r program di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan

Sumberdaya Alam sebagai pedoman kerja.
c. Mengkoordinasikan pel,aksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lain di

lingkup badan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan

Ekonomi dan Sumberdaya Alam guna efisiensi dan efektifitas kerja.
e. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang

Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya AIam agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik.

f. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Perencanaal Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam sebagai bahan
pembinaan karier.

g. Melaporkan pelaksaraan tugas kepada Kepala Badan baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban.

h. Memberikan saran dan perlimbangan kepada Kepala Badan baik lisan maupull
tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.

i. Uelaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan maupun
tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan Infraetnrktur dan Pengembangan fiTilayah
Pasal 9

{1} Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bertugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang
Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi Perumusan di
Bidang Perencalaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

t3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bidang
Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Perencanaan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah.
b. Merumuskan program kerja di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah sebagai pedoman kerja.

6 k



c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala Bidang irain di
lingkup badan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
fvfJnUag tugaJkepada bawahan di lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah guna elisiensi dan efektifitas kerja'
Men-garahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang
Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah agar dapat melaksanakan
tugas dengan baik.
Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai bahan pembinaan
karier.
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban.

d.

e.

ob'

h. Memberikan saran" dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik
tertuiis sebagai bahan penentuan kebijakan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik
tertulis guna memperlancar pelaksalLaall tugas.

Iisan maupun

lisan mauplrn

{1)

{21

Bidang Penelitiaa, Pengembangao dan Data
Pasal 1O

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data bertugas meLaksanakan sebagian tugas
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data.
Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Data menyelenggarakan fungsi Perumusan di Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Data.
Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Data;
b. Merumuskan program kery'a di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data sebagai

pedoman kerja.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepa1a Bidang lain di

lingkup badan guna kelancaran peLaksanaan tugas.
d. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Data guna elisiensi dan efektifitas kerja.
e. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Peneiitian,

Pengembangan dan Data agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
f. Menil,ai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di tingkup Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Data sebagai hahan pembinaan karier.
g. |1{slaF6rkan pelaksanaan tugas kepada Kepa1a Badan baik lisan maupurr tertnlis

sebagai bahan pertanggungiawaban.
h. Memberikan sararl dan pertimbangan kepada Kepala

tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.
i" Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

{s}

Badan baik lisan maupun

Badan traik lisan maupun

BAB TV

JABATAI{ FUITGSIOITAL
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

x



{1}

{2}

Pasal 12

Keiompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya'
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan kebutuhan dan beban kery'a'

yang terbagi

ditentukan

(2), diatur

{5)

i6)

t3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
sesuai peraturan perundang-undangan.

{4} Untuk 
- 

memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindatran dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan.
pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompck jabatan
fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala Badan dalarn menjalarrkan tr-rgas dan fungsinya herdasarkan
kebijakan umurrl yang ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan
perundang-unda.ngan.
kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbagian, pejabat
fungsional, dan seluruh personil dalarn lingkungan badan melaksanakafl
tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peratlrran perunclang-
,rdrrgtr, serta rnenerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasarna:
int-egrasi, sinkronisasi, simpiifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta
e{'ektifitas dan efisiensi.

Pasal 14

Kepala badan, sekretaris, kepaia bidang, kepala Subba.gian, pejal:at
fungsional, dan seluruh personil dalam iingkungan dinas wajiLr rnernatuhi
pet.unjuk dan arahan pirnpinan, serta rnenyarnpa"ikan laporan secara
berkala da-n/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan
masing-masing.
Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah
dan digr.rnakan oleh pimpina"n sebagai bahran pemmusan pelaksanaan
keLrijakan teknis.
Kepa1a badan, sekretaris, kepala bidang, dan kepala Subbagian daiam
lingkungan badan dalarn rnelaksanakan tugasnya, rnelakukan
pengawasan, pemantatlan, pengendalian dan evalUasi, sertil
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.
Kepala badan, sekretaris, kepala triciang, dan kepaia Subbagian dalarn
lingkungan badan mengernbangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi pemerintahfswasta c1a1am rangka meningkatkan kinerja dal1
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi badan.

BAB VI
I(ETENTUAN PINUTUP

Pasal 15

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaftu, maka Peraturan Bupati Nomor 4O Tahun
2OLT tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

{1)

t2l

(1)

{2}

{3)

t4)

.s a



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinlra, memerinlahkan Pengundangan pelaturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Haknahera Barat.

Ditetapkan di: Jailolo
pada tanggal: 2t, Janvtrari 2A,Z,Z

BUPATI

JAIVIES UAIIG

Diundangkan di: Jailolo
pada tanggal : 7c, Jdnuari 2022

StrKRETARI S DABRAH KABUPATtrN HALMAFItrRA BARAT,

7ry-
MUHAMM Io I{Y*rIRIL ABDUL RA.,AT(r

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A22 NOMOR ..'O

Salinan seszai dengan aslinga.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

Jason Lalomo, SH, LL.M
bina IVla

Nip. 1973AL28 200604 1 009

Ass, Eko & Pembangunal

Kabag Hukum dan Organisasi

IRA BARAT,
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